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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang

lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang

dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua

orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu

rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang

diucapkan atau ditulis.

Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa

perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan,

disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan,

karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa

dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan

kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang

tertulis.

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan,

memang perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi

sebagaimana sudah sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain ini

tercakup dengan nama undang-undang. Jadi ada perikatan yang lahir dari

“perjanjian’ dan ada perikatan yang lahir dari “undang-undang”.

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang

atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir

dari undang-undang diadakan oleh undang-undang diluar kemauan para pihak

yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka

mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum.

Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain, karena janji yang telah

mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi.
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Suatu perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak,

berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain,

dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu1.

. Perjanjian merupakan suatu perhubungan hukum mengenai harta benda

antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk

melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain menurut pelaksanaan janji itu.2

Sedang pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata adalah “Suatu

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikat

dirinya terhadap suatu orang lain atau lebih.”

Dalam hukum perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak. Kebebasan

berkontrak merupakan kebebasan para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian

untuk menyusun dan menyetujui klausal-klausal dari perjanjian tersebut, tanpa

campur tangan pihak lain3. Asas kebebabasan berkontrak dapat ditemukan dalam

Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: semua perjanjian yang

dibuat secara sah berlaku sebangai undang-undang bagi mereka yang

membuatnya.

Nominee (pinjam nama) dalam praktik sehari-hari adalah penggunaan

nama seseorang warga Negara Indonesia sebagai pemegang saham suatu PT di

Indonesia atau sebagai salah seorang persero dalam suatu perseroan komanditer,

atau lebih jauh lagi, penggunaan nama tersebut sebagai salah satu pemilik tanah

dengan dengan satutus hak milik atau hak guna bagunan di Indonesia. Jadi praktik

nominee tidak hanya berkaitan dengan penggunaan nama sebagai pemegang

saham dalam PT di Indonesia, melainkan sampai dengan penggunaan nama dalam

pemilikan suatu property di Indonesia yang saat ini sangat marak terjadi terutama

di Bali.

Dalam praktik, penggunaan nama warga Negara Indonesia tersebut juga

sering dengan cara mengatasnamakan saham-saham ataupun tanah/property di

1R. Subekti, Hukum Perjanjian,Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 1987, h. 6.
2Wirjno Projodjodikoro, Asas-Asas Hukum perjanjian, PT Bale Bandung, Bandung, 1981.

h. 9.
3Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi

Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, PT.Macanan Jaya Cemerlang, Jakarta,
1993. h. 11.
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Indonesia tersebut yang sebenarnya adalah milik warga Negara Asing, keatas

nama istrinya yang berkewarganegaraan Indonesia atau di atas namakan keatas

nama orang kepercayaannya, dan sebagai “pengaman” bagi WNA tersebut, pihak

WNI yang namanya digunakan sebagai orang yang secara hukum “memiliki”

saham-saham atau tanah/property tersebut menanda-tangani surat penyataan

pengakuan bahwa saham-saham ataupun tanah/property tersebut bukanlah

miliknya, dan namanya hanya “dipinjam”.

Seperti halnya kasus yang terjadi di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah,

Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Pada tahun 2008 seorang

Warga Negara Finlandia bernama Juha –Pekka Uusitalo ingin membeli sebidang

tanah hak milik untuk berinvestasi dengan membangun usaha jasa pariwisata di

Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok

Utara. Namun karena seorang Warga Negara Asing tidak dapat membeli tanah

hak milik di Indonesia maka dia membeli tanah tersebut dengan meminjam nama

seorang Warga Negara Indonesia yang bernama Mukhsin (yang berdomisili di

Kota Mataram) untuk kepentingan membeli sebidang tanah yang akan dibangun

usaha jasa pariwisata tersebut.

Adapun tanah obyek jual beli dimaksud adalah tanah dengan Sertifikat

Hak Milik No. 350/ Gili Indah, dengan Surat Ukur No. 557/ Gili Indah/ 2007,

tanggal 29 Januari 2007, dengan luas 1.815 m2 . Untuk pembelian tanah tersebut,

Juha –Pekka Uusitalo memberikan uang kepada Mukhsin yang bertindak selaku

Pembeli untuk melangsungkan Jual Beli Tanah tersebut sebagaimana Akta Jual

Beli Nomor 108/2008, yang dibuat oleh dan dihadapan Baiq Lily Chaerani, SH.

Notaris di Tanjung dengan meminjam nama Mukhsin.

Secara hukum perjanjian nominee merupakan perjanjian yang dibuat

antara seseorang yang menurut hukum tidak dapat menjadi subyek hak atas tanah

tertentu (hak milik), dalam hal ini yakni orang asing dengan WNI, dengan maksud

agar orang asing tersebut dapat menguasai (memiliki) tanah hak milik secara de

facto, namun secara legal-formal (dejure) tanah hak milik tersebut diatasnamakan
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WNI. Dengan perkataan lain, WNI dipinjam namanya oleh orang asing untuk

bertindak sebagai Nomiee.

Selain dengan perkembangan bangsa, kini tanah merupakan komuditi

penting bagi kehidupan manusia, kepemilikan atas tanah menjadi sangat penting

guna melanjutkan harkat dan martabat warga negara. Kebutuhan atas tanah kian

menjadi penting bagi manusia baik dalam fungsinya sebagai sarana mencari

penghidupan yaitu sebagai pendukung mata pencaharian di berbagai bidang

seperti pertanian, tentang eksistensi tanah perkebunan, peternakan, perikanan,

industry, parawisata, maupun sebagai tempat untuk bermukim dengan

didirikannya perumahan sebagai tempat tinggal4.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok

Agraria yang selanjutnya disebut UUPA sebagai ketentuan yuridis yang

merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut diatas. Selain itu lebih lanjut

pengaturan mengenai hukum tanah juga terdapat dalam peraturan perundang-

undangan lainnya seperti peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah; peraturan

Meteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang

pelimpahan Kewenangan Pemerintah dan Pembatalan Keputusan Pemberi Hak

atas Tanah, dan lain-lainnya.

Dalam tatanan keagrarian, tanah merupakan bagian dari pada permukaan

bumi, jadi Tanah yang dimaksud dengan pengertian tersebut bukanlah yang

mengatur tentang tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah

satu aspek saja yaitu tanah dalam pengertian yuridis kaitannya dengan Hak. Tanah

sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA yaitu “Atas

dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2,

ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah,

4http://annekasaldianmardhiah.blogspot.com/2012, Kepemilikan Negara Asing Terhadap
Tanah di Indonesia.Diakses pada tanggal 01 April 2019.

http://annekasaldianmardhiah.blogspot.com/2012
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yang dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh orang-orang baik sendiri

maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum5”.

Adapun Indonesia menganut asas nasionalitas dalam sistem pertanahan,

sebagaimana pasal 21 ayat (1) Jo Pasal 26 ayat (2) UUPA menjelakan bahwa

Hanya Warga Negara Indonesia saja yang mempunyai hak milik atas tanah atau

yang boleh mempunyai hubungan dengan bumi dan ruang angkasa dengan tidak

membedakan antara laki-laki dengan wanita serta sesama Warga Negara

Indonesia baik asli maupun keturunan.

Oleh karena itu hak milik atas suatu tanah tidak dapat diberikan dan/atau

dimiliki oleh warga asing dan maupun pemindahan hak milik kepada orang asing

dilarang dengan ancaman batal demi hukum. Jadi dengan adanya asas nasionalitas

tersebut dalam UUPA mempertegas hanya warga negara Indonesia yang

mempunyai hak milik atas tanah. Dengan kata lain bagi Warga Negara Asing

berlaku larangan terhadap kepemilikan atas tanah dengan hak milik, serta berlaku

pula bagi badan hukum yang ingin berkedudukan di Indonesia harus memenuhi

persyaratan yang telah di tentukan oleh pemerintah.

Hal ini dimaksud sebagai langkah untuk menghindari agar tanah di

Indonesia yang dikuasai oleh negara atau milik perorangan sebagai warga negara

Indonesia tidak habis dikuasai oleh warga asing yang ingin membangun usaha

maupun ingin bertempat tinggal di Indonesia. Bila hal ini tidak dijaga dan tidak

adanya ketentuan yang mengatur, maka dalam jangka panjang tidak bisa

dipungkiri bila dikemudian hari akan banyak warga negara asing yang menguasai

tanah di Indonesia baik sebagai tempat tinggal maupun ladang usaha mereka

dalam bentuk industri, restoran maupun mengusai dibidang parawisata. Dengan

demikian masyarakat akan merasa seperti didatangi oleh penjajah, yang dengan

sewenangnya dapat menguasai setiap sudut lahan yang memiliki potensi dasar

nilai ekonomi. Akibat kesejahteraan bagi masyarakat akan berkurang bahkan tidak

5Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesi, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum
Djamban, Jakarta, 2005. h. 32.
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ada. Oleh karena itu Hak Milik oleh orang asing di Indonesia dengan tegas

dilarang oleh undang-undang6.

Namun demikian hal tersebut seakan bukanlah sebagai kendala lagi bagi

warga negara asing untuk berinsvestasi dengan cara diluar ketentuan yang berlaku.

Indonesia sebagai salah satu destinasi parawisata mancanegara yang diyakini

menjadi factor ramainya investor yang masuk untuk berinvestasi disektor

parawisata, baik dalam betuk penginapan/hotel maupun bar dan restorant.Saat ini

akta notaris bahkan bisa menjadi senjata bagi orang asing dalam menguasai tanah

di Indonesia, sehingga hal ini telah melewati batasan-batasan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Dalam hal ini warga asing memanfaatkan masyarakat

setempat yaitu warga negara Indonesia yang memiliki hak milik atas tanah untuk

saling mengikatkan diri dalam instrument perjanjian nominee.

Perjanjian nominee ini di buat secara akta notaris, yaitu terjadinya

perjanjian pinjam nama oleh orang asing dalam pembelian suatu tanah/lahan

dengan menggunakan nama warga negara Indonesia. Dengan kata lain suatu

perjanjian nominee merupakan perjanjian yang tidak dibuat antara seorang yang

menurut hukum tidak dapat menjadi subyek hak atas tanah tertentu (hak milik),

dalam hal ini yakni orang asing dengan Warga Negara Indonesia, dengan maksud

agar orang asing tersebut dapat menguasai (memiliki) tanah hak milik secara de

facto, namun secara legal-formal (de jure) tanah hak milik tersebut diatas-

namakan Warga Negara Indonesia. Dengan kata lain, Warga Negara Indonesia

dipinjam namanya oleh orang asing bertindak selaku nominee7.

Oleh karenanya, hal tersebut menjadi dampak yang besar di beberapa

daerah di Indonesia yang memiliki potensi yang memikat dari sektor pariwisata.

Seperti halnya di pulau Bali dan pulau Lombok yang terkenal dengan daya pikat

keunikan dan juga pantainya yang eksotis. Dewasa ini pulau Lombok marak

dikunjungi wisatawan mancanegara. Tidak sedikit pula wisatawan asing tersebut

menunjukan niatnya untuk berinvestasi, namun tidak sedikit pula yang

6Mustafa, Bacsan, Hukum Agraria Dalam Perspektif, Reamaja Karya, Bandung, 1998. h.
22.

7Maria S.W Sumarjono, Penguasaan Tanah oleh WNA Melalui Perjanjian
Nominee,Makalah disampaikan pada Rapat Kerja Ikatan Notaris Indonesia (INI) Pengurus
Wilayah Bali dan NTT, Tanggal 24 November.2012
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menggunakan perjanjian nominee tersebut. Perjanjian pinjam nama tersebut

semakin marak karena masyarkat setempat justru tidak memahami dampaknya

dikemudian hari. Mereka hanya tergiur oleh sejumlah uang yang dijanjikan bila

warga asing tersebut telah mendapat membeli lahan dengan menggunakan nama

warga masyarakat setempat di Lombok.

Pada dasarnya, perjanjian nominee bukanlah suatu bentuk perjanjian yang

melanggar ketentuan dalam hukum perjanjian, meskipun belum diatur secara

tegas dan khusus. Namun, apabila materi atau objek yang diperjanjikan oleh para

pihak tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di

Indonesia, maka hal tersebut dapat menimbulkan permasalah hukum. Khususnya

apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atas kesepakatan bersama dalam

perjanjian yang dimaksud.

Notaris sebagai pejabat umum yang di berikan wewenang oleh undang-

undang tidak bisa lepas dari permasalahan ini. Karena profesi notaris yang sangat

melekat dengan tugas yang diamanatkan undang-undang, yaitu sebagai pejabat

yang membuat akta otentik8.

Akta perjanjian nominee yang dibuat para pihak dihadapan notaris

pengaturan secara khusus tidak ditemukan dalam sistem hukum di Indonesia

khususnya dalam hukum perjanjian di Indonesia, dengan kata lain mengandung

pengertian yang kosong/norma kosong, karena perjanjian nominee dapat

dikategorikan sebagai penyelundupan hukum. Dengan adanya kekosongan

pengaturan tersebut, maka salah satu permasalahannya adalah, bagaimana akibat

hukum yang ditimbulkan olh perjanjian nominee terhadap pihak ketiga yang

terkait dengan subtansi dari perjanjian itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk

mengadakan suatu penelitian mengenai “Akibat Hukum Perjanjian Nominee

Antara Warga Negara Indonsia dengan Warga Negara Asing”.

1.2. Rumusan Masalah

8Lumban Tubung, Peraturan Jabatan Notaris,Erlangga, Jakarta, 1980. h. 3.
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Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan

masalah yang dapat diambil adalah :

Bagaimana akibat hukum perjanjian nominee antara warga negara Indonesia

deengan warga negara Asing dalam praktek jual beli tanah hak milik?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum perjanjian

nominee antara warga negara Indonesia deengan warga negara Asing dalam

praktek jual beli tanah hak milik.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memperkaya khasanah Ilmu Hukum terutama Hukum

Perdata yang berkaitan dengan perjanjian nominee.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi praktisi

dalam melakukan perjanjian nominee.

1.5. Metode Penelitian

Metode Penilitian yang digunakan dalam penelitian ini teridiri dari ;

1.5.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

hukum normatif (normative legal research), yakni penelitian hukum untuk

menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin

hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif

dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (legal issues) yang

ada.

1.5.2. Metode Pendekatan
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Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan

pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar menyusun argument yang tepat.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan

perundang-undangan (statu approach) pendekatan konsep (konceptual approach)

pendekatan kasus (case approach)

a. Pendekatan perundang-undangan (statute aprroach)

Dalam metodependekatan perundang – undangan peneliti perlu memahami

hierarki, dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan. Artinya dapat

dikatakan bahwa yang dimaksud statue berupa legislasi dan regulasi. Jika

demikian, pendekatan peraturan perundang – undangan adalah pendekatan dengan

menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan Ibeschikking/decree,

yaitu suatu putusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat

konkret dan khusus, misalnya keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan

bupati, dan keputusan suatu badan tertentu. Tidak dapat digunakan dalam

pendekatan perundang – undangan.”

b. Pendekatan konsep (conceptual approach)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari

aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada

aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan

konseptual, perlu merujuk prinsip – prinsip hukum. Prinsip – prinsip ini dapat

diketemukan dalam pandangan – pandangan sarjana ataupun doktrin – doktrin

hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga diketemukan di

dalam undang – undang.

1.5.3. Sumber dan jenis bahan hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka bahan hukum

yang dipergunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier. Bahan hukum

primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder

yang terdiri dari literatur-literatur hukum, jurnal hukum, ataupun artikel hukum

yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Sedangkan bahan



10

hukum tersier berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Sumber penelitian bahan hukum dalam penelitian ini ada tiga, yaitu bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu jenis bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan judul yang dipakai dalam penelitian ini.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Kitab Undng-Undang Hukum Perdata;

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraaturan Pokok-Pokok

Agraria;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak

Guna Bangunan dan Hak Pakai, serta peraturan lain yang berkaitan dengan

permasalahan yang diteliti.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum

yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan

komentar-komentar atas putusan pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan

maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang

dapat berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya yang berkaitan

dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

1.5.4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, sesuai dengan jenis

penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif (normative legal

research) dengan metode inventarisasi dan kategorisasi bahan-bahan hukum

primer berupa perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang
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diajukan. Setelah melakukan pemeriksaan, selanjutnya adalah memberikan

catatan-catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur,

undang- undang, atau dokumen).

1.5.5. Teknik analisis bahan hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan sesuai dengan jenis

penelitian hukum normatif menggunakan teknik analisis yang bersifat analisis

secara normatif.

Rumusan masalah yang diajukan dianalisis tujuan hukumnya, nilai-nilai

keadilannya, aturan hukumnya, konsep-konsep hukumnya dan norma-norma

hukumnya. Dalam penerapannya atau implementasinya, permasalahan yang

dianalisis untuk menetapkan standar prosedurnya, ketentuan-ketentuannya, dan

rambu–rambunya dalam melaksanakan aturan, gagasan atau konsep hukum yang

disarankan sebagai hasil dari penelitian ini.
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